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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara tentang Sumber Pendapatan Desa.

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik


http://www.djpp.depkumham.go.id

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
Bupati adalah Bupati Jepara;

Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang
bersangkutan,;

Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Jepara;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas-batas wilayah yang
berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
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berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelengara
pemerintahan desa;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang
merupakan perwujudan domokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai
unsur penyelenggaran pemerintahan desa;

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat olen BPD bersama
Petinggi.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa,
yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan aslidesa, yang dibeli
atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak
lainnya yang sah;

Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan Titisara;

Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan
kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka
pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dengan sadar dalam suatu
program/kegiatan untuk mencapai hasil yang ditetapkan ;

Gotong-royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta
mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau
Warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun
berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun
spirituil ;

Pungutan Desa adalah segala pungutan balk berupa uang maupun barang oleh
pemerintahan Desa terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial
ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
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BAB Il

SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber dan jenis pendapatan desa terdiri atas :

a

Qo

pendapatan asli desa, terdiri dari :

hasil usaha desa ;

hasil kekayaan desa ;

hasil swadaya dan partisipasi ;

hasil gotong royong; dan

lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Bagl hasil pajak dan retribusi Daerah, terdiri dari :

1. Bagi Hasil Pajak Daerah;

2. Bagi Hasll sebagian retribusi Daerah ;

Alokasi DanaDesa;

Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat .
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Pasal 3

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah
dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya
pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB Il
PENDAPATAN ASLI DESA
Bagian Kesatu

Hasi| Usaha Desa
Pasal 4

(1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan

Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

(2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Bagian Kedua
Hasil Kekayaan Desa
Paragraf 1
Jenis
Pasal 5

Jenis Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi :
tanah kas desa ;

pasar desa;

pasar hewan ;

tambatan perahu ;

bangunan desa;;

Tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;dan

lain-lain kekayaan milik desa.
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Pasal 6

Tata cara pengelolaan kekayan desa diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Perubahan Status Hukum
Pasal 7

(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak
kepemilikan kepada pihak lain ,kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan dsa dengan memperhatikan
harga pasar dan nilai jual obyek pajak (NJOP);

(3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang labih
baik dan berlokasi di desa setempat;

(4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Petinggi;

(5) Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditertibkan setelah mendapat BPD
dan mendapat ijin tertu;is dari Bupati dan Gubernur.

Bagian Keempat

Hasil Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong
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